BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data dalam bab-bab sebelumnya,
maka dengan merujuk rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola kerjasama yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera
Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan LSM WCC
Palembang adalah dengan memberikan informasi satu sama lain
mengenai masalah yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak sehingga bisa ditindak lanjuti. Disamping itu
juga, adanya peran DPRD sebagai fungsi anggaran bisa membantu
melakukan suatu kegiatan dan juga pemberlakuan Perda yang dibuat
atas kerjasama sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan korban
kekerasan.

2. Dengan adanya kerjasama hasil-hasil yang dicapai pencegahan
terhadap korban kekerasan dapat diselesaikan dengan segera,
penanggulangan terhadap korban dapat lebih cepat diselesaikan serta
dapat diketahui daerah-daerah di Palembang yang rawan kekerasan.
diantaranya adalah perempuan dan anak korban kekerasan

mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhannya,
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berupa layanan konseling psikologis, pendampingan secara medis

dan hukum dan atau layanan rumah aman.

Akan tetapi, walaupun dengan adanya Perda dan Undang-
undang, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan
kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan mereka dengan
anggapan bahwa hal itu merupakan ranah pribadi masing-masing.
Sedangkan Pemerintah atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, hanya mensosialisasikan ke berbagai sekolah dan Anak-anak
saja. Namun, sosialisasi ke masyarakat belum pernah dilakukan, dan
bahkan belum pernah melibatkan lapisan masyarakat sekalipun
seperti kecamatan, kelurahan atau desa, bahkan RT/RW. Oleh karena
itu, pencegahan akan kekerasan pada perempuan dan anak akan sulit
teratasi.

B. Saran

1. Kaum perempuan harus berfikir kreatif dan inovatif untuk membangun
dan  mensejahterakan  keluarga dan lingkungannya dengan
meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi serta berupaya terus
meningkatkan keterlibatan lansgung ke dalam masyarakat.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan konsep “P2TP2A”
sebaiknya meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi
tersebut bukan hanya dilaksanakan di sekolahan melainkan juga harus

berambah kedalam lapisan masyarakat juga. Disamping itu juga,
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Pemerintah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar terus berupaya
untuk memperkuat pondasi hukum yang beraku dan memperberat
hukuman baik hukuman penjara dan hukuman tambahan lainnya agar

para pelaku kekerasan mendapatkan efek jera.
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